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ABSTRAK

Akhir tahun 2019 muncul suatu wabah corona virus disease atau covid-19 menjadi
berita mancanegara dan juga nasional. Tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan
saja, namun juga merambah keseluruh sendi kehidupan. Dalam upaya pencegahan
dan penanggulan penyebaraan virus ini didalam Lapas kemudian Menkumham
membuat kebijakan No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan
Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui ratio legis Menteri Hukum dan Ham dalam mengeluarkan kebijakan
No 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-
19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan
Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan Penyebaran Corona ditengah wabah Covid-19 saat ini. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah
Ratio Legis Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan
suatu langkah yang revolusioner namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya
berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Lapas di kota batam sudah
menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapat pembebasan
bersyarat melalul program asimilasi dan intergrasi tersebut, namun setelah
pembebasan narapidana tersebut dilakukan tiga (3) orang dari 160 orang tersebut
kembali ditangkap pihak kepolisan karena melalukan tindak pidana kembali.

Kata kunci: covid-19, ratio legis, narapidana



ABSTRACT

At the end of 2019, an outbreak of the corona virus disease or covid-19 appeared
to be international and national news. It is not only felt in the health sector, but also
in all areas of life. In an effort to prevent and control the spread of this virus in
prisons, the Minister of Law and Human Rights made policy No.10 of 2020
concerning the Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for
Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of
Covid-19. The purpose of this study is to determine the ratio legis of the Minister
of Law and Human Rights in issuing policy No. 10 of 2020 and Decree of the
Minister of Law and Human Rights No. M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning
the Expenditure and Release of Prisoners and Children through Assimilation and
Integration In the Context of Preventing and Controlling the Spread of Corona in
the current Covid-19 outbreak. This study uses a normative juridical research
method. The result of this research is that the parole Legis Ratio given to assisted
residents is a revolutionary but temporary step, this policy only applies during the
Covid-19 pandemic period. The prison in Batam city has implemented this policy
so that 160 inmates receive conditional release through the assimilation and
integration program, but after the release of the prisoners, three (3) of the 160
people were arresied again by the police for committing criminal acts again.

Keywords: covid-19, ratio legis, prisoner
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